
l6

d)

e)

Belanja Hibah

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Juml,ah belanja hibah
setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

2l Bertambah/{berkurang}

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan

Belar$a bagi Hasil

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belaqja tidak terduga
setelah perubahan

Rp. 21.384.099.250,00

Rp. 471.950.OO0.00

Rp. 21.856.049.250,00

Rp. 3O0.OO0.0OO,OO

Rp. 0.0O

Rp. 30O.OOO.OO0,00

Rp. 2.876.447.096,90

Rp. 57.217.64O.00

Rp. 2.933.624.736,90

n

Rp. 49.O72.5OO.OOO,00

Rp. 0.OO

Rp. 49.O72.5OO.O00,O0

Rp. 1.OOO,OO0.000,OO

Rp. 0.OO

Rp. 1.OOO.OOO.OOO,OO

(3)Belanja Langsung.. ...... 17
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LTUBARAIT DAERAH
KABI'PATEIT UA.'ALEITGXA

NOUOR: 4 TAIII'il 2()13

PBRATTIRAIT IIAERAH TABI'PATETT UAI'ALEIIGI(A

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERTTBAHAII ATGGARAtr ?EITDAPATAIS DAIT BF;LAIT.'A DAERAH
KABI'PATBT UA.'ALETTGTA TAIITNT AITGGARAII 2013

DENGAN RAHMAT TT.'HAN YANG MAHA ESA

BUPATI MA.IALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pe}aksanaan ketentuan Romawi V poiat 14 lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tatrun 2O12 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Perubahan
Parsial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta
sehubungan adarrya perkembangan yring tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis betanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun angarbn berjalan,
maka perlu ditakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL3;

b.bahwa...........2
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Majalengka Nomor 13 Tahun 2O13 tentang Perseh4iuan Pimpinan
DPRD Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Hasil
Evaluasi Gubernur Jawa Barat maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I(abupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta. dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah I(abupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32621sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perp4jakan Menjadi
Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9991: 

l

3.Undang-Undang..........3
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5.

3

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pqiak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pqiak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L29,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang.Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2O ?ahun 2OO1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 134,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415Oh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoq 4286!,;

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaa,
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Prirencanaan
Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421t;

l0.Undang-Undang...........4
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8.

9.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhA dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48441;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangein Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor a4381;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 123, Tambahan
Iembaran egara Republik Indonesia Nomor 5Oa3);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 13O, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
50ae);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOlL tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan (kmbaran Negpra Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahurr 2013 tentang Perubahan
Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O13 Nomor 57];

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aO28);

11.

12.

13.

14.

15.

16.

I T.Peraturan Pemerintah......5
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L61, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 tentang Perubahan
11s+iga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO7 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47121;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan tayanan Umum (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53aO);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 137, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

". 
Nomor 5155); l

21". Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelol,aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 140, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578!;

22 -Perafraran Pemerintah. . ... 6
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22.

23.

25.

27.
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5871;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OAO Nomor 20, Tambahaa Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pel,aporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46Al;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, La.poran
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inforrrasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6931;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang Fembogan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah l(abupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

26.

28.

29.Peraturan Pemerintah . -....7
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2o07 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7381;

3o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang organisasi
Perangkat Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2oo8 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 49721, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2o12 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al2 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OlO tentang pedoman
Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ieribaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O1O Nomor 22, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sehgai Wakil Pemerintah di Witrayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 25, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Q11 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Pelalsanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2}9l;

33.

34.

35.Peraturan Pemerintah......8
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2Ol0 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pqiak Daerah dan
Rgtribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10
Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 201O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 59,
Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 terrtang Hibah Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527211'

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
BaranglJasa Milik Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerinEh frmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor l.S5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 533a);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana' telah beberapa
kati diubah teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapa.tan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan d?n Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor L6 Tahun 2AO7 @nltarrg Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

42.Peraturan Menteri......9
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38.

39.

40.

41.
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42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2o07 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2aoz &rrtang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Turliangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

44. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 24 Tahun 2oo9 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Penga,juan, Penyaluran, dan Laporan pertanggung Jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2o11 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s6foagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2o12
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32
Tahun 2o11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oI1 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

47. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 3z rahun 2o12 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2o13 sebagaimana telah diubah derigan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2o13 tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OL3;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2o12 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

49. Peraturan Daerah lfubupa.ten Majalengka Nomor 8 Tahun 2oo5
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wikil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MqjalengkaTahun 2OO5 Nomor 8 seri E);

S0.Peraturan Daerah........ 1O

I
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5O. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OOB

52.

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupa.ten Majalengka
(Irmbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2,
Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1];

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2AO9
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
M4ialengla (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2OO9
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2O09
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 1O)
sebagaimana- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Iembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O11 Nomor 8)-

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MA.IALENGKA

Dan

BUPATI MA.'ALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
2013.

53.
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Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2O13 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendalmtan

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah pendapatan setelah perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah belanja setetrah perubahan

surplus/ {defislt) setelah perubahan

3. Pembiayaan

a) Penerimaan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan
setelah perubahan

b) Pengeluaran

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumtrah lrngeluaran
setelah perubahan

Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan

Rp. 1.728.439.7L6.477,85

Rp. 52.54O.989.823.85

Rp. 1.780.980. 106.301,70

Rp. 1.766. 186.512.503,45

Ro. 98.344.523.298.25

Rp. 1.864.53 1.O35.8O1,7O

Rp. (83.55O.929.5OO,OO)

Rp. 39.247.396.025,60

Rp. a6.8O3.533.474.4O

Rp. 86.O5O.929.5OO,O0

Rp. 1.5OO.OOO.OOO,OO

Rp. 1.OOO.OO0.0OO.OO

Rp. 2.soo.d0o.ooo,oo

Rp. 83.55O.929.5OO,OO

Pasal 2................. 12
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Pesal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b.Dana perimbangan
U Semula

2l Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan

c. l,ain-lain pendapatan daerah yang sah

U Semula'

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain
pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula

2l Bertambah/{berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b.Retribusi Daerah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan

Rp. 125.143.580.351,5O

Rp. 12.855.422.O62.5o

Rp. 137.999.002.4L4,OO

Rp. 1.170.2O3.133.884,35

Rp. (9.686.67O.667.35)

Rp. 1.160.516.463.2L7,OO

Rp. 433.O92.4O2.242,OO

Rp. 49.372.238.428.7A

Rp. 482.464.640.670,70

Rp. 29.69L.141.938,00

Rp. 1.895.0O0.000.00

Rp. 31.586. 141.938,OO

:

Rp. 18.549.086.791,OO

Rp. .3.62O.151..790.oO

Rp. 22.169.238.581,00

c.Hasil pengelolaan.......... I 3



13

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 72.892.678.600,00
2l Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubalran

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula

2t Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan

1) Semula
2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

b. Dana alokasi umum

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan

Rp. 4.010.673.O22,50

Rp. (185.915.527.501

Rp. 3.824.757-495,00

Rn. 7.526.185.8O0.0O

Rp. 8O.418.864.400,00

Rp. 101.2216.500.884,35
Rp. (9.686.67o.667.35)

Rp. 91.559.830.217,OO

Rp. 995.993.633.0O0,O0

o.oo

Rp. 995.993.633.O00,00

Rp.

Ro.

72.963:000.OOO,OO

0.o0

Rp. 72.963.OOO.000,00
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1) Semula

2l Bertambahl@erkurang)

Jumlah Hibah dari Pemerintah
setelah perubahan

b. Dana Darurat

U Semula

2l Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Dana Darurat
Setelah Perubahan

c. Dana bagi hasil patiak dari provinsi

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil pajak
dari provinsi setelah perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

o,o0

Rp. O.OO

0,oo

0,oo

Rp.

Rp.

Rp.

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penyesuaian dan

1) Semula

2l Bertambahl{berkurang}

Jumlah bantuan keuangan
dari provinsi atau pemerintah daerah
lainnya setelah perubahan

Rp. 0,0O

Rp. 0,O0

Rp. 47.593.872.662,00

Rp. 11.165.659.648.7O

Rp. 58.759.532.310,7O

Rp. Z3f..4$.+O6;62O,0O

Rp. 1.58O.O98.38O.OO

Rp. 24O.995.505.OOO,OO

Rp. 146.083. L22.96O,OO

Rp. 36.626:480.400.00

Rp. 182.709.603.360,00

otonomi khusus setelah perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Pasal 3............... 15
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Pasal 3

(U Belaqia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 terdiri
atas:

a. Belaqja tidak langsung
1) Semula

2l Bertambah/{berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan

b.Belanja langsung

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja langsung
setelah perubahan

(2) Belanja Tidak.Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a) Belanja pegawai

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belaqia pegawai
setelah perubahan

b) Bela4ia bunga

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bunga
setelah perubahan

c) Belanja subsidi

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah bela4ia subsidi
setelah perubahan

o,oo

Rp. O.OO

Rp. L.L2A-263.338.49O,4O

Rp. 6.817.545.387.16

Rp. 1.127.08O.883.877,56

Rp. 645.923.174.013,Os

Rp. 91.526.977.911.O9

Rp. 737.45O.151.924,L4

Rp. 1.045.630.332.143,5O

R.p. 6.2aa.377.747.16

Rp. 1.O51.918.7O9.890,66

Rp.

Rp.

Rp.

O,OO

o,oo

Rp. 0.Oo

Rp 0,OO

d)Belanja Hibah......... 16
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(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlatr belanja pegawai
sete}ah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

c. Belanja Modal

1) Semutra

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal
setelah perubahan

Rp. 81.236.894.462,00

Ro. 4.482.246.273"50

Rp. 85.719.140.735,50

Rp. 225.22A330.239,60

Ro. 24.956.214.822.75

Rp. 250.184.545.062,35

Rp. 339.457.949.31 1,45

Rp. 62.O8Q,516.814.84

Rp. 4O1.546:46.t26,29

39.247.396.025,60

46.803.533.474.40

Rp. 86.050.929.500,00

Rp. 1.50O.000.OOO,O0

Rp. I.OOO.OOO.OOO.OO

Rp. 2.5O0.OO0.OOO,OO

(2)Penerimaan........;... 18

nasal 4 
{

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal f terdiri lari :

a. Penerimaan

U Semula

2l Bertambah/(berkurangf

Jumlah penerimaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran

U Semula

2l Bertambah/(berkurangf

Jumlah trrengeluaran
setelah perubahan

Rp.

Rt:-

Ut
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah SILPA setelah perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

U Semula

2l Bertambah/(berkurang|

setelah perubahan

c. Penerimaan piutang daerah

U Semule

2l Bertambah/(berkurang)

a. Pembentukandanacadangan

1) Semula

2'l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana cadangan
setelah perubahan

Rp.

Ro-

Rp. 67.749.529.5OO,O0

Rp. 18.OOO.OO0.OOO,OO

Rp. O.00

Rp. 301.4O0.OO0,O0

Rp. O.O0

Rp.

0,oo

20.945.996.025,60

46.803.533.474.44

Jumtah pencairan daoa cadangan Rp. l8.ooo.000.oo0,o0

Jumlah penerimaan piutang daerah Rp.
setelah perubahan

301.OO0.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan ,

0,00

Rp. 0.0O

Rp.

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Rp. 1.500.000.000,00

Rp. (1.5oo.ooQ.ooo.0o}

Jumlah penyertaan modal(investasi) Rp.
setelah perubahan

o,o0
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c.Pembayaran............ 19

c. Pembayaran Pokok utang

U Semula Rp. O,O0

2l Bertambah/(berkurang) Ro. 2.5O0.OOO.OOO.OO

Jumlah pembayaran pokok utang Rp. 2.5O0.OOO.O0O,OO
setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang
terdiri dari :

1. I^ampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran n Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. I^ampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Mbnurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belar$a Daerah untuk
Kesel,arasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan; 

:

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

8. I^amptan VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6..............,....20
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Pendapatan dan Belanja Daerah- sebagai landasan operasional
pel,aksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah
Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Nopember 2OL3

BI'PATI UA^IALENGKA,

cap/rt$

SIrIRISITO

Diundanskan di Maialenska
pada tanlgd 1{ No-PentE} 2013

STI{RETARIS DAERAII
KABI'PATEIY U.A,7,ALDNG}I#;A,,4

fr*, /
I
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